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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis hubungan DPRD dan pemerintah daerah
dalam pembuatan peraturan daerah tentang APBD. Anggota DPRD dan pemerintah daerah dalam
pembuatan APBD dengan penerapan prinsip-prinsip good governance, dan menggambarkan dan
menganalisis APBD dan pengentasan kemiskinan.  Metode penelitian kualitatif digunakan dengan strategi
penelitian studi kasus pada penyusunan dan pembuatan APBD. Pengumpulan data dilakukan melalui
wawancara, observasi, dan kasian dokumen. Informan yang dipilih secara purposive sampling yang terdiri
dari aktor aparat pemerintah daerah provinsim anggota DPRD, LSM, tokoh masyarakat dan organisasi
kemasyarakatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara DPRD dan pemerintah daerah
dalam pembuatan perda tentang APBD adalah hubungan diametral sesuai dengan kedudukan, tugas, dan
wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Hubungan dapat dilihat dari
penyerapan aspirasi masyarakat, penyampaian kebijakan umum APBD (KUA) prioritasa dan plafon
anggaran sementara (PPAS) oleh pemerintah daerah kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati,
selanjutnya pemerintah daerah mengajukan rancangan perda tentang APBD disertai penjelasan dari
dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui menjadi perda. Aparatur
pemerintah daerah dan anggota DPRD dalam pembuatan APBD tahun 2013 berpedoman pada peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang pedoman penyusunan APBD, dan tetap
memperhatikan beberapa prinsip good governance yaitu partisipasi masyarakat, transparansi dan
akuntabilitas. APBD tahun 2013 yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah
relative masih kecil kontribusinya dalam pengentasan kemiskinan, namun ada program pemerintah daerah
provinsi Sulawesi Barat yaitu “Program Bangun Mandar” yang berbasis pada pembangunan masyarakat
yang dilaksanakan oleh SKPD dengan menggunakan APBD untuk penanggulangan kemiskinan di
provinsi Sulawesi Barat.
Kata kunci : Hubungan DPRD dan Pemerintah Daerah dalam Pembuatan Perda tentang APBD,
Pengentasan Kemiskinan.
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ABSTRACT
This research aim to describe and analyse DPRD relationship and local government in regional policy
making about APBD. DPRD member and local government in APBD making with good governance
implementation principles, and describe and analyse APBD and to improve poverty. Qualitative research
methods used with case study research strategy in arrangement and APBD making. Data collection done
through interview, observation, and kasian document. Informant selected by purposive sampling that
consisting of provinsim local government apparatus actor DPRD member, LSM, community leaders and
social organization. Research result indicate that a relationship between DPRD and local government in
perda making about APBD is appropriate diametrical relationship with position, task, and authority
regulated in Pemerintahan Daerah Act. Relationship can be seen from community aspiration absorption,
APBD (KUA) prioritasa's general policy delivery and temporary (PPAS) budget ceiling by local
government to DPRD to be discussed and agreed, next local government submit perda design about
APBD espoused by explanation from those supporter documents to DPRD to be discussed and is agreed
to be perda. Local government apparatus and DPRD member in APBD making year 2013 use a compass
in Menteri Dalam Negeri Nomor regulation 37 Year 2012 about APBD arrangement guidance, and still
notice a few good governance principles namely citizen participation, transparency and accountability.
APBD year 2013 that consisting of local income, local spending, relative local financing still small the
contribution in to improve poverty, however have West Sulawesi province local government programme
namely "Program Bangun Mandar" that based in community-development conducted by SKPD by using
APBD for poverty solution in West Sulawesi province.
Keyword : DPRD Relationship and Local Government in Perda Making about APBD, Pengentasan
Poverty.
